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RINGKASAN

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman online tersebut telah mengundang
banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan
konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan
waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai
14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Kecepatan dan
kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup
mengunduh aplikasi ataupun membuka website fintech penyedia jasa pinjaman online dimana saja
dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya.
Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman online juga terbilang mudah dimana cicilan
pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Metode Sosialisasi yang
dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Cipondoh
Indah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi
Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman Online. Sosialisasi ini sangat berguna bagi
individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman online, terutama yang berbasis teknologi,

terutama untuk memastikan keamanan perlindungan data pribadi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah
ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati pada Rapat Paripurna DPR, Juli 2019.*

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau
di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (Bl) melalui Tim Pengendalian Inflasi
Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran
Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran
kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut
adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018.
Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada
akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir
tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar
5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380. Capaian
angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka
tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Akan tetapi, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sejak akhir 2019, Pandemi
COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan mulai memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak
saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kebijakan tersebut
dikeluarkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini
berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di IndonesiaData dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan
Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07. Penurunan
ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak
rakyat yang kehilangan mata pencaharian akibat perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit dan

perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan sebagai langkah untuk dapat bertahan di

1 Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-
tengah-ketidakpastian-
global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%2
OMenkeu. Diakses 1 Maret 2022.



situasi pandemi yang amat sulit. Sebagai imbasnya, banyak rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor
ataupun rumah. Berdasarkan situasi tersebut, pinjaman berbasis aplikasi teknologi informasi atau dikenal
dengan pinkaman online (pinol) hadir dan menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan rakyat.2

Pinjaman online kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan.
Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat
singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak
persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama® Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman
online menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website
fintech penyedia jasa pinjaman online dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai
maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman online juga terbilang
mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman
online menawarkan 100% approval, sehingga masyarakat sangat tergiur.

Jika kita lihat data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total
peminjaman melalui pinjaman online telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online tersebut
didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun.
Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat kepada perusahaan pinjaman online.

Pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) adalah layanan perantara untuk mempertemukan
peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem
teknologi informasi, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang. bertatap muka atau
bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh fintech. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa “Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan
peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah -memasukkan mata uang secara langsung
melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet*

Pinjaman online sebagai produk fintech atau financial technology yang merupakan terobosan di bidang
jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1
11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI1/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, menciptakan produk
layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru dan meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas dan/atau

efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. dari sistem keuangan. Penggunaan teknologi dalam sistem keuanganlah

2 BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga
terjerat 'lintah digital' diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599 pada 1 Maret 2022.

3 Istigamah, “ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA”,
Jurisprudentie,Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), him. 293.

4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.
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yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran®

Pinjol yang dilakukan oleh para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini daitur
dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik
merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan
menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik
dapat dikategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau innominaat yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH
Perdata namun dalam kenyataan hal ini dibutuhkan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia
bisnis.®

Meskipun kontrak online tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi dalam hukum perdata, pinjaman
online dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pasal
1754 KUHPerdata mengatur:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak
yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula”.

Mengenai mekanisme peminjaman seperti: waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, dan hal lain
sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merujuk pada Pasal 1320 KUHPErdata
yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan
untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya
sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman online
sehingga segala risiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak
yang terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib

membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan
masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan
tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, serta penyalahgunaan dan
kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera
dan lainya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman online kepada platform pinjaman online

saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.” Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki

® Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB1/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

® Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw:Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung:ELIPS, him.15.

7 Novina Putri Bestari: Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol, diakses melalui
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-
pinjol pada 1 Maret 2022.
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dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, Terlepas dari pinjaman online legal yang
penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman online dan mendapatkan izin dari OJK juga
penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam online sebesar Rp 2 miliar.2 OJK tidak bertanggung
jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman online baik terhadap ketentuan undang-undang
maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan keuntungan dan
memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman online,
yang menjadi alasan utama munculnya banyak tuntutan hukum terkait pinjaman online, terutama dengan
menjamurnya pinjaman ilegal. pinjaman online tidak terdaftar, dan tidak ada izin resmi dari OJK, jadi tidak
ada pemantau. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman
online, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah masalah cara pengisian yang mencapai 39,5%. Kemudian
ada laporan permintaan reschedule 14,5%, contact transfer 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan
third party billing 8,6%.

Terkait kasus pinjaman online illegal, data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya
terdapat 151 pinjaman online ilegal yang sudah diberantas.® Bukti nyata kasus yang baru ditemukan pada bulan
Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman online ilegal sebanyak 2 (dua) kali di
wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya terdapat 99 karyawan yang
mengoperasikan 14 aplikasi. Pinjaman online ilegal tersebut dilaporkan oleh salah satu korban yang juga
melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman online melakukan penagihan diluar waktu dari
yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. Setelah ditelusuri
lebih lanjut perusahaan pinjaman online ilegal tersebut juga melakukan hal serupa pada korban lainnya yaitu
penagihan menggunakan ancaman ketika hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga
mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat martabat derajat dari debitur.°

Berkaitan permasalahan tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen),
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI1/2017 Tentang Teknologi Finansial yang mengatur mengenai
perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam Pasal 26 huruf ¢ POJK 77/2016 yang
menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib

“menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi,
data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan
persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (debitur), maka pihak

8 1bid.

® Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022 , Pada
4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

10 Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui
https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok,
pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.
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pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan
persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara
pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai
pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum pengguna
layanan pinjaman online kepada masyarakat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan kasus
pinjaman online baik legal maupun ilegal. Yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan
atau Welfare State, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat. Bentuk
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dapat diciptakan dengan undang-undang. Konsumen pinjol di
Idonesia berada pada segmen menengah ke bawah. Masyarakat ini berada pada posisi rentan dan paling
dirugikan. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak
pengusaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman).'*

1.2 Permasalahan Mitra

Semakin berkembangnya teknologi, semakin menjamur pula para pengusaha pinol. Hal ini
menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman
online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi
pengguna layanan pinjaman online tersebut, utamanya saat penagihan pembayaran. Selain itu juga
permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Kreditur
dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

Permasalahan jasa keuangan berbasis teknologi informasi/online tersebut ternyata tidak hanya
diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi
manusia, terutama pada UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29
Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Selain itu, baru baru ini di daerah mitra juga terjadi Pollisi menggerebek kantor pinjaman online yang
berlokasi di Green Lake City, Tangerang dan Pandai Indah Kapuk, Jakarta atas dasar hal tersebut
maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada masayarakat terkait dengan jenis-jenis pinjol legal
yang diawasi OJK dan pinjol illegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan
kaitannya dengan data pribadi.

11 Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, him. 64.



1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan
pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk
menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga
dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh
pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban
dan larangan.

Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan

tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi (Pasal 30 Ayat (1))

2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat
(2)

3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia
yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat
disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))

4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban
Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))

5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan,
lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode

pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))

Sosialisasi di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dilakukan secara interaktif antar pemateri dengan
warga sebagai pendengar. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa pinjaman saat ini telah merambah ke
pinjaman online bukan lagi pinjaman yang dilakukan secara langsung dengan jaminan ke bank akan tetapi
pinjaman online tanpa jaminan. Akan tetapi dalam hal ini masyrakat perlu berhati-hati bahwasannya pinjaman
online tersebut tidak semuanya legal terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa oknum yang
memanfaatkan kemudahan tersebut dengan mendirikan sebuah pinjaman online yang ilegal.

Disatu sisi sosialisasi ini juga membahas upaya yang dapat dilakukan masyarakata Kecamatan Lohbener ketika
terjerat pinjol illegal. Dalam sosialisasi tersebut telah dipaparkan juga mengenai hal-hal yang harus
diperhatikan ketika para warga ingin melakukan pinjol layaknya harus memperhatikan legalitas perusahaan
pinjol, adanya syarat dan ketentuan dari bunga dan denda pinjol yang harus di baca dan diketahui, hingga cara-

cara pengaduan yang dapat diambil oleh para warga ketika adanya terror dari pinjol.



BAB 11
SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini
Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan terutama mengenai perlindungan konsumen
secara umum dan perlindungan data pribadi masing-masing konsumen pinjaman online melalui peraturan
perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan
kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga
dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan
perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29
berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu
transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa

pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelunya, dipandang perlu dibentuk sebuah
tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR untuk melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat Kabupaten Indramayu agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi

dengan treatment yang sangat hati-hati ketika melakukan sebuah pinjaman online.

2.2 2.2 Luaran Kegiatan

No | Jenis Luaran | Keterangan
Luaran Wajib

1 | Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau Draft/sudah sumbit
2 | Prosiding dalam Temu ilmiah Braft/sudah sumbit
Luaran Tambahan

1 | Publikasi di jurnal Internasional Draft/sudah sumbit
2 | Publikasi di media massa Draft/sudah sumbit
3 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Draft/terdaftar

4 | Teknologi Tepat Guna (TTG) Draft/sudah disusun
5 | Model/purwarupa/karya desain atau Draft/sudah disusun
6 | Buku ber ISBN Draft/sudah disusun




BAB I1l1: METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online
mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi
perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online di Kabupaten Indramayu harus
mampu menguraikan berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu
diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman online. Metode
sosialiasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialiasi

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM
Kabupaten Indramayu sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu tim dalam memfasilitasi
tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan

menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Nama Uraian Kepakaran dan Tugas

Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. Memberikan sosialisasi dengan judul :

Sosialisasi  perlindungan konsumen dan
perlindungan data pribadi pengguna layanan
pinjaman uang berbasis teknologi informasi
di kabupaten indramayu

Moody Syailendra Membantu supporting penyusunan materi

penyuluhan dan menjadi moderator

Indah Siti Aprilia Membantu supporting penyusunan materi
penyuluhan, menyusun proposal dan laporan,

menyusun luaran wajib dan luaran tambahan

Naomi Femilia Menyusun luaran wajib.

Salsabila Putri Menyusun luaran wajib.




BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1. Hasil

Polemik yang berkaitan dengan pinjaman online di kalangan masyarakat terutama pada masa pandemic covid-
19 menjadi sebuah isu yang perlu disosialisasikan lebih lanjut, terutama kepada masyarakat secara umum.
Selain itu juga dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai
kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah
satu faktor nya. Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat
fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola
kehidupan tersebut Kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah
satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan.

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan
(financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keungan yaitu dikenal dengan istilah peer to
peer lending (pinjaman tanpa agunan). Bentuk layanan dasar fintech (finansial teknologi) antara lain startup
pembayaran, pinjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan
(Crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan Infrastuktur (security). Dalam dunia fintech (finansial
teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) dan
payday loans (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan
umum, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi ini, diantaranya:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan

mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena
perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan peer
to peer lending (pinjaman tanpa agunan) adalah suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan yang
bergerak dibidang finansial untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi
pinjam meminjam uang secara online menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, bahwa terlihat dalam seluruh analisis situasi permasalahan yang sudah didapatkan



melalui pra survei, kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi penggunaan
layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Kabupaten Indramayu ini menjadi sebuah sosialisasi
yang diharapkan dapat memberikan upaya preventif untuk masyarakat agar lebih mengetahui hak hak dan
kewajibannya, serta dapat mengantisipasi dari hal-hal yang melanggar aturan hukum.

4.2. Luaran yang Dicapai
Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan ini, hasil yang didapatkan adalah
masukan atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat
dalam memberikan upaya preventef dan evaluasi dari adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di
Indramayu.
Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman
mengenai regulari IPR di Kab. Indramayu, berupa:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Pinjaman

Online
2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah memberikan informasi yang dapat mendukung
pemahaman di masyarakat mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi dalam informasi
mediasi masa melalui PINTAR UNTAR



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Mei 2022. Penyuluhan yang
diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode penyampaian melalui
pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui
bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode
tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah
metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti

dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).
5.2.SARAN

Dengan terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini, hasil yang kami peroleh adalah sebuah
pemahaman yang cukup baik kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam
menggunakan teknologi terutama teknologi dalam hal finansial pinjaman online, dan
memberikan tips and trik untuk terhindar dari penyalahgunaan data pribadi dalam peet to

peer lending dan pinjaman online itu sendiri.
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L. PENDAHULUAN
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sentang  Rancangan Undang-Undang (RUU) wacama Pertanggungjawaban ates aplias
anggsrm Pendapatan sertn Belesga Negars (APEN) Tabao anggamn (TA) 2019 yp dbacakan
Menteri Keuangan (Menken) Sl Mulyami Indrawatt pada kedop semguama dpe, Juli 2019,

Pertumibaiun ckooomi taiwn 2019 ju torcemin asal toraf wfias: tahun 2019 sehanyzic
272%, stau pach hawah sasarun APEN TA 20119, yaso 3.50%. dani Menkeu. hal terseben tidak
lepas berzsal penguatan sinergi ssturs Pemenntah sentra, pemds, serta Bank Indonesix (Bl)
melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus & Koosep 4K yaitu Keserjanghauan
Hangs, Ketersedizan Pasolan, Kelmncarm Destridest, din - Komunikas Efekaif. Leb lanjut,
Menkes mesunjokan balwa di sekior kesangam, bauran kebijakan moncter dan fiskal aninya
Sl vg krasial skibat 2l implemcstasi baaran kebijskan tadi ialsh rats-Bomopen nilai rokar
Rupizh mhun 2019 cenderung menguat Bila dibandingkan menggunskan taban 2018 Capaian
apresiant nila wikar Rupiah tersebin jugs sclaras menggunakan 1magmnya cidangan devise
masional i akbir tzhun 2019 sebunyak USD129, 14 miliar, Iebis haik dibandingkan cadugan
devisa nasiomal pada akhir taben 2018 schamyak USDI20.65 muliar.

Menkes pula memaparkan beberapa capaian baik atas pengelofaan APRN TA 2019,
duntaranys Indeks Pembangunas msan (IPM) vang mescaps nomsor 7192, tingkst
Pengangguran Terbuka (TPT) schesar 5,28, persentase peadadok miskin schaaysk 9.22%
dan raso Gini yz memhak pada 2ngka 0380 Capaisn angka Indeks Pembangunan mamesia
hun 2019 adsbih nomor tertinggi dalam 6 sahun terakhir das nomoe tingkat penganggurm
terbuka ds tahun 2019 adalah ye terendah dalam lima tahun terkhir.

Tetapi, keherhasilan ini tidak bisa dilanjutkan pada tabum berik semenjak akhir
2019, Pandemi COVID-19 ’ obal d i EETO R R
& 2000 &k saat it istah \elsh rark " kehiiak
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rakyat (PPKM). hanyak sekali kebiakan tadi dimvsmahkan gune menahan lju penycharan

! Kemesheu: Copaian Nokovemmion tukmesis 2000 Tierdsh (0%, Cubap Naik & Togeh Keliskpane
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COVID.19 yang sangat cepat Somtak kebijskan-kebijakan mi berdumpak pribadi pada
than ekonomi paca Ind Data berasal Badan setra Statistik (HPS) d bulan
Februmi 2021 bahwa ckomom| Indosesia pads tahun 2020 mengalumi pesarunan schanyak
207 P chomomi di Ind dampak yg sangat sigaifikan kepada
mwmmmwmmmm
ye di adlit sera 7 yang
lmw-nq-ﬁ#ﬂihnmm-&mp-hmy!mnllw
imbasays, mkyat yang tidsk bisa memenuhi kebutadan schari-hari, mulsi asal kebutuhan
pokok, sampai dengan mombayar cicilan kepemilikan kendarman hermotor ataupun mumah.
Sewsui situasi tadi. pmjaman berbasis suftware tekaologi gosip atay dikenal mengzesakan
pinkaman onfine {pinol) badir serta menjadi soluss singhat bagi nuasaish keusngan warga .*

Pinjumes sweline kemudian mengunidong banyak minat warga vz mempunyai kesslitan

Hal ini dik prosedur ¥g relatif mudah prosesnya. sedikit
persyarzmmyn dan sangat sagkat wak ek selaras. kan proses i
wang melahu bank komvenmonal ye kebih banyak persyaratannya senia memakan waktu yz
Jebik Lo “Kecoputan dan demudalun yang ditawarkan pampansan colioe menjadi daya tank
primser dimans rakyat relatif mengunduh software atsspan membuia wehsite fitech pesyedia
psa pingaman onfine dimam sja din kapen sy sclern ads miemet tedkomeka & gawa
muupun duicang lainnys. fran serta b dana Pimjaman oniine
Juga terbilng simpel dimana cicilsn pengembalun bisa dilakukan melsba tmansfer di ATM
atau bank Selsin itu, pinjaman owline meesmjukkan 100% approval. sebaga akibatnya
masyarka sangt tergoda.

Jika kita Tihat data berasal Otonitas Jasa Keuangan (OJK), hingges akhir Descenber 2020
yumlad sotal pensmjamun melalui pinamae owline selsh mescopsi 1559 mln, Penysianm
pimjaman online fencbut didomimasi oleh wilsysh Palan Jawa, kelini satemya Jakarta
mengunakan total pisjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarmys total milai pisjaman aad

ek damya hchunuha doo agaa yang s dr rakyat kepada persshazn pnjamas
omline.

¥ B tmbscms Pisgel ikgal Scrmscadon shivat konsdryn seem Sbinggs porilies mayursks bemsad
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¥ tetigarmad, “ANALISIE FIKIAMAN ONLINT OLET FINTREN DALAM KATIAN ITLKUM MERDATAT,
Iripradere Vol 6 Neemer 3 (Dcsnbes 20090 e 203
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pimjaman Sdsk periu benemu di crang, bertatap muka mam hahkan seu sama kin karepa
kepenmngam torkant diwakili sang fintech. semsentara wa. berdasackan Pasal 1(3) Peraturan
Otoritas Jass Keuangan No. 77/POJK.012016 wocuns Layanas Pinjam Memimjam Usng
n«t—:rwpm—umxn'mmmunmh,-
Mm-uqhh- logs imfo dizn msa & buat

Jaringzs intermes. !

Pinjamas online schagal produk fintech maw financial techoology yang artinga
serobosam pada bidung jasa kevangan desgan menggumakan teknologs info, yang dietapkam
olkeh Bank Indonesia dalam Pasal | ayat 11 Permurmn Bank Indonesia No. 1912PRI201T
herkaitan denzan teknologi kesangsa, membentuk produk layanan, teknologi seraatau model
hisnis baru seris mempentinggi stabilitas moneter, stabélitas serta’may efisiensi, kelancarsn,
keamunan, dil. Penggwmann teknologs pads sistem kesmnganlsh yang dapat berdampak poda
keandalan sistem pembayaran.

Pinjol yang dilskukan smg para pihak terkst merupskan saty perjanjean kontrak
online. Hal imi diater pach Pasal | sngka 17 Undang-Undang angky |1 Tahun 2008 perihal
gosip serta Trananksi elektromik (UL ITE) dan pula Pasal | nomor 15 Peraturm Pemerintah
angks 82 Tahun 2012 peribal Penyclengzarmn Sistem serta Transsksi elektronik (PP PSTE)
\thd&_mmmmm.:mpph
yang dibum melabw sistem elekironika. Sisom elekironik sendin & b
Pasal | nomsor 3 UL ITE dan Pasal | nomer | PP PSTE menjadi serangkatan peranghat serta
mekminme elekwo yang berfomgsi | untok viapk i 1
g . = - P becbagi info
elektm. Konirak elekiromica him memgkategorkan bentuk kontrak tidak bemams san

§ 430, THTCMK. 013006 ketang Laysnas Fimjam Mamisyers Uang
Hcrtuans Tekmilegs ferman.
* Prrsreren Bk tradencac Nesnr W1 3TNI2007 Tentang Fonyelongpmms Tokahgn Pesmal

mmominait yang perpanjannyz sak disrar dalam KUH Perdats namun dalem fenomena hal ine
diperiukan masyarakat dan kadir sehagal tuntutan perkembangan dunia wsaha,

Meskipun komtrak onfise tidsk dizter dalam KUHPendats, akan tetap pods bukom
perdata, pinjarsan online gocikan pads perjanjian pinjam imjun yang disur dsbim
Pasal 1754 KUHPenlata, Pasal 1754 KUHPerdata mengatur:

“Piyom meminjaw artinne perjangian domgen mana prhak 1y ety meryampakar
pemakaiian. demgan syarat baiwa pibak 1y befakangan ini akan mexgembaiikay seiumiah vy
sazerar covel mvarcam vt hoodaes vy sama pufa ™.

Tentsag prosedur p i seperti: saat balian pinjamss, desaran bungs.
serta hal haim scbagainya dilakukan sesusi konvensi ke 2 belah pluk serta menujuk di Pasal
1320 XUHPerdata yang mengmur empat koadiisi sshavya perjanjian. yaite sepakat mereka yang

diminya, bt h suaty perikatan. suars bal tertesty, serta
sty schab vang halal Laysman pimjol pods dasarmya sebates konvensi secara perdata sntara
platform pimaman calme.
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keusnzan warga , terdapat banyak sekali nsiko serta pertarungan akan kebadiranoya, Banyak
sekali risko serta konflik tadi diantarzaya timgginya suka bamza, ancaman penagihan debt
collecsor, dan ap seriahed dema langsmg pengguna po finc yung
aksesnya berupa foto, kontak sagia telpon, kamera serta lainya yang sudah disetupu diberikan
=|nyg pengguna jasy prjaman online kepads platform pinjaman onfise ketika mendaftar dam
mengajukan pinjaman ' Menpenai proteksi dota eksklusif, Indonesia belum memili desar
proteksi hukum yung spocisima buat mensungieya, Terlepas berasal pingaman osline legal yang
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penyekenggaranya elsh i dapatkan iz dar
OJK jug: i jumiah pi [ ping iime sehamyak Rp 2 miliiar”.
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owling baik terhadap ketentumn smdang-sndang mempem koavensi yg telnh dinncang, Masih
shamyak warga yang hanya tergiur menggunskan lobe serta memmatuskan bust mengijukam
memjamurnys pinjaman iegal. Pimjaman onfine tak terdaftar, dan tidak serdapat izin resmi asal
OIK, jadi dak aca pemantmn. berdasackan kiporan Yaynsan foram Komsumen Indonesia
(YLKI), dalam kasws terkait pimjesman onfise, jumish Leposan kensumen tertinggi adalah
dilorm cars pengisian yang mencapai 39,5%. kemadian terdapat laporm permsintaan.

Terkait perkara pinjemun owine dllegal, data Kominfo sampai periengahan Oktober
2001 setidaknya ada |51 pisjanan oniine ilegal yang telzh diberantax.” Bukit konkret masalah
yang baru ditemukan pada bolan Jemwari 2022, dimana terjadi penangkapan peayedia jasa
pjmman onfine degal scbesar 2 (do) kali pada wilsyah Pantai indah  Kapuk, Penjaringan,
Jakana Umra. keloru satunya ads 99 karyawan yz mengoperasikan 14 software. Pinjaman
wmline ilegal lersebut dilaperkan sang zalat satu korban yany joga melakukan peminjaman
dengan alasan perusahaan pinjaman ewiime melakokan penagihan dilsar ketha msal yg
diehesuri kebih lanjut perusahaan pinjaman online degal tenebie jugs melakukan hal serupa di
koeben lainnys yaitu pensgian memakal ancaman waks hendak mengimgatkan bates wakiu
pembay hahkan hingza dats pribadi korban dan hal-hed yang mesmunkan
burkat prestise dersjat asal debiur. "

Berkanan perseterusa tersechut, ada Undang-Undang nomar 19 Tahun 2016 ibwal
perstahan stas Undaag-Undseg somor 11 Tahun 2008 ihwal isu serta Transaksi elebeao (UU
ITE) serta Undang-Undang angka § Tabua 1999 ihwal perfindungan Keawumen (UL proseks:
K Teramran Hank Ind nomor  1912PBE20IT perihal Teknologs Finansial
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yang mesetur tentang perlindungan data ckskbusif, serta POJK 772016 kbmsnya pachs Pasal
26 baruf ¢ POJK 772016 yang menyatakan bahwa penyclenggara pinjaman onfine harus
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premulik daty pridaste. data gransaisi,
d-h-bmhruhbmhnnﬂmm
perundang-wmbaegan ~

L bubwa, tamap dasi pesilik infe
M(M;m;ﬁtwﬁ:m&kmm“mhﬁ
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Kketiza tanpa persctupsan dan pengguna pibkan oleh permuran
Namun, ketentuas-ketentusa tersebut belum relotif baat memberikan pedindungan
§ pinjan fine pad: Ind &k 2

mencapai tujuan nepn kesciahtorsan sty Welfare State, Pemerimazh mempunyai kewajiban
dicipakan meagpanakan unding-undeng. Konsumen penpol di Indonesia berada di segmen
menengah ke hawab. wanga int berada di posisi rentam seria pabing disugskan. Pemerintah hares
pemben pinjsman),'!
L METODE PELAKSANAAN
uwmmmm-mmgm
di dan d idata eksiusif
h—n“pphy—pmuﬂm&ﬂhh—yumh
berbugm aspek kranial perfindungan data chokdusif, senta aspek kebat-hatom yasg perlu
diteragitan takala mempergunskan data pribadi Poda hal melakekan pinjamen
online. Metode sosinbinsi berupa permapsran matert serta deskusi interaktif sntara pestyaji
dengan peserta sosialias
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Perkembungan tekoalogi sudsh ng pesat sewring bery va waktu, sl

asal sistem pembayaran makansa, hotel, tiket pesswar. berbelanfa kebutuhan schar fari pn
dapat dilakukan secara colme. letap tidok hamya itw, pmjemun uang sekarang hadir secarz
caline. Pejaman online atau peer-to-peer lending (P2P) merspakan layanan mediator misk

7 peminjam yg uang {debetar) dan pambert pisaman (kreditur)
pertu bertemu di orang. Sertatap mwka atau hablan satu sama kain karena kepentingan tert

Desgan  penggunsan, mokamsme, syarst schagar kel satm alhsn mesgapa
masyamkat menentukan pinjamen onkee (pimjol) menjadi cara buat memgeroleh wang,
mmmﬂ-mmqapﬁmwmy‘m

dan Nanyn metakuk il jadi daya tarik wargs pada
mdm@ﬂ)mwmbﬁmpmdﬂ(m)
kegal yarg swhh menerima hiar berassl OJK. Loyanas pinjol pads dasarnya schatas
kescpakatan secam perdats antars krediter dan debétur yang dimadabi sang platform pingaman
omiine schinggs sepahs risiko yang ahir berasal kesepolatan 1adi menjadi tanggung jrwab aszl
mﬁ"mlsﬁwmmp’-mﬂw“
Arudditur msauy wagh dan pula s sendini mfornmsi ddan Setentuan
mdm:rhmgﬂnﬁu-ﬁ—nm&

Meskipun kemadihan pinamn miiee (peel) sangat bermanfas bagi masyamakar
pads e pandemi COVID-19 imi, namun pisjaman owline (pinjol) mi sendin memiliki nsiko
yang akber serta berbahays buat wanga terutama piniaman ontive (pinjol) Segal yang bebem
penaziun dede collecwr, dan penyalahgunamn dam keboceran dma cksklusif pengguna

ot discuui diberkan ok pengguna s pejasan sl kepad latfom i
wako dafiar dom ! = Kebocoran data pribadi tidek dopar dischut
masalab yang nngas scbab dapar dsalabzumaban sang pak yaaz adsk beranggung jawak.
Selain dant nisko tadi, pinjemun online (pinjol) ilogal kersp tidak memenuhi hak pars
pelanggan layanan bila dalam proses hisnisarya tidak sinkron desgan impian pihak penyedia
layaman l!llﬂ'lyl merupakan pengguna hayaman mendopatian perfskuan yang kurang
y Salsh y pakan adanya ancimmn dan terroc dari pidak pesagih ot
debr collector yz bernijuam ikan rasa takan sekaly; lukam pengguna
hy—mp-dhemhmmhphnq-mkmdnm
pluk-pihek yang dikenal baik olch pengguna layanas tersebot seta jugn ancaman bust
melaporkan paca pdiak berwasib.

Mengesai proscksé data prihadi dalam layanan penjaeman cnline. Otoritas Jasa Kesangan
selah mengeluarkan Peratarm Otontas Jasa Kemangan No. 77/POJIK.01/2016 testany Layanan
Pinjam Meminjam Usng Berbasis Teknologi s Dalam peraturan serscben telsh mengaur
sentung proteksi dita angsung peminjaem dalam ringka memakai layuan pinjen-mensinjsm
Berbasis teknologi, Pasal 26 hursf @ POJK ini menyutskan babwa pesyelenggara wajid
wwwmhwwhmw Hal im
berarti pibak pemberi pi g ajiban buat iakan data ehsklusif
Wlmh-hm janjisn pinjam-meminjam dizscanz hingga seleainy
perjmjuzn tersebot. Kewajiban tadi wajib dilskxakan puns tenapainys perfisdungan terbadap
data ckskluaf penmpam.

Sclanjutzya, Pasal 26 huraf ¢ POIK ini menyatakan bahwa penycleaggan harus
“menjsmmm hahwa peroletun, peaggwam, pemanfastn, dan  pengungkapan data langssng
)ﬂwvﬂmw‘mmmﬂﬁbwdﬁ_ﬁh

data kevangan. kecuali fain oich 7 ; 2 g™ sesuni

pasal tadi kentara hahwi pa i ] pemilik data jam), naska pihak

pemben pngman sk b kat dana pribad cbut buat aktivitas apapun. kecusli dengan
pemilik st dy hi laim dalans Perazanan |
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atau mformasi testang pengguns kepada pihak ketign tinpa persctujuan asal pengguna atsa
o aled . N

By a - " ey o
mengklaim adanya kepastmn amuran mengenai perlindunzan terhadap data ckokiami. proscks:
terscbat bemupa hadish hok pads pemimim buzt dilindmpi datz pribadinye pabs
menuntaskan persoskan tadi melabui upayn hoksm, yatu upayn atoms soo-yudesial (di bsar
peradilan) dan spay2 hokum yudisial (peradilan). Upays hakam noo-yudisial bisa delakukan
dengan cars pergzaduas pada pengawas i £ bidang jasa keussgan yaita Otoritas Jasa Kesangan
(OJK), lalu OJK skan membesikan peringatss atau teguran kepada penyeienggans.

dan data pribadi dori penjamsn onfine (pinjol). Kebany yarakas y masalah
tidsk hisa mengadu di piak yang borwenang ditambab dengan pingaman onfise (pinjol) yang
dipergunskan merupakan pisjanan onlise (pinjol) vg tidak menerima tzin dari OJK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penuruan ckonom: dsmpak adanya kehijakan bars buat mengatasi COVID-19 tidak
Banys pads norma masy tetapi jua Berd: l—v:-hdn—nukyt
Ekooomi scbagai menursm, schagman akbar kary d abamgan Kera
(HKLhWMWWW&@M‘m
pdmcwmnm ¥ Acmm.loa & i pada Ind
altersatif kat pata memperhaiki inya schab mudah pads proses penfafiarsn,
proses P wemhabizn pjamun yg hanys memertukan bank menyab
hadan penzantara. Walaupun pinjol biss diklaim menjadi solusi cepat bagi nmbatan kesangan

kat, adds anck: ik kondlik akan kehadi ‘hanyak sckali risiko dan
MwmhmmmﬁmmmdﬂMM
penyalibgunasn dan kebocoesn data langsung pengguna panjsman os/ine ve sksesnya benupa
fmw—:m_mw’;ﬂhiﬂnpﬁuh&hm
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Macmzenai proteksi dats eksklusif, Indonesia belum mempunyat dasar proseks atunm
yang maksimal bum menaunyinya. Terlepas asa] pmjaman online legzl yang penyclengzaranya

ﬂmm“dthhnnhmlw
pencapan mak lah p layanan pinjam ol k Rp 2 miliar. OJK tidak
mwww-mmﬁmmnnmd-mm
keteotusn smdang-sndang juga konvensi yang tehh dizmcang. Hak peagguns jasa byyanan
bal imi penawaran yang dibenkan menjadi daya tank bags searang buat menggunakan lyanas
s pinjaman onfine. Pada Peratursn Osomites Jasa Keangan angka 77 POK 0172016 thwal
1 Pinj imjun Usng Berbasis Teknologi & sz ik dyjabarian secara nnc
mengeny hak-tuk yang dimiiki sang pengguna jasa laymnan pinmman owline. Akan tetapi
dalam pasal-pasal yang memgatur mengeai kewajiban serts exbarga,

Padi hal mencegah admyn korban dampak pinammn aufine (pinjol) vz
menyalshrmmakan data langsung konsumen muka, wiga wajib diberi pesceraban ataran akas
hhmmmuubmm-ﬁnmhmmmm
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LAMPIRAN 4

DRAFT PINTAR UNTAR

SOSIALISAS] PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINTAMAN UANG BERBASIE
TEENOLOGI INFORAASI DI KABUPATEN INDEAMAYT
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PENGANTAR

Perckomamian Indonesia taben 2019 memunjukban beberapa capaian yan g ouloap hailk 4
tengah ketidikpastian global. Perumbuban ekosceni tabwn 2019 jugn tercermin dari
timghas inflasd daluen 2009 sehesar 2,72%, atau dil bawak targes APBN TA 2019, yaisu
5,504, Akas tetapi, kebeshasilan ini tidak dopat dilanjutkan pads tshun berikuinya
akibai adasya Pasdensd COWID-LS yese juga menjangkis |sdonesia Pemenintah
mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dasi Pembasasan Sosial Berskala Besar (FSRH),
hingga Pensherlakian Pembatasan Kegiaton Mesyarakat (PPEM). Somtak saja kehijakan
terseban herdampak pada pestunbihan doonomi i Indonesia. Dats dar Badan Pusa
Suatistik (BPS) menunjukas terjadi pesunean percocnomian akibat hanyak rakys
kehilangan mts pencaharian akibat Pasdensd Covid- 19 yang mesyebahkan perasabann
pailiz, pesampingas karyawan dan lain liis sebagni upaya pestahanas.

Pada situasi tersebus, piajanes coline hadic dalam upaya memisimalisic masalah
keuasgan rakvat werschut. Basyak masyarakar berminat wnsuk melabukas pinjaman
online karena terjsdi kesulit keuangan, tinggisya animo serhodap pisjamas online jugan
karena relative nwsdal prosesnya, sedikit persyanatannya dan sasgat siaghat wakiunya,
herbeda demgas proses pensinjaman dssg melalui bank kosvensional yang lehil banyak
persyarstanmya dan nsensakan waktu yang lehil luva

Menajuk pada Pasal 1(3) Peratusan Oraritas Jass Keuangan No. 77 Pajle 012006 temang
Lavanan Pisjamn Meminjam Ussg Berbasis Telmologi Informasi (POOK TT2006)
menjelaskan bahwa "Pajens Pinjom Memingas Uang Besbasis Teknologi Informasi
sdalah penyediaan josa keuangan stk neempertemuban pensker pinjaman dan
peminjam unbuk neensbust perjasjion pinjam meminjam dalam nupiak -memasukkan
mata uang secan langsag melalui sistem elekironik menggunakan jaringan insemet
Selanjunya, walaupun hadimya pinjod dapar dianggap sebagal solusi cepat bagi kendala
keuasgan masyarakat, terdapat berhagai risiko don permasalahan akes kebadisannya.
Berhagai nisike dan pempasalahan terseben diantarssys tinggings suku bunga aseaman
penagihan dadd eailaersr, serta penyalahgunaan dan kebocoran dass pribadi pengguna
pinjaisan gnfing yang aksesnya berupa foea, kantak nomes telpon, kamera dan lainya
vang telah diseiujui diberikan oleh penggema josa paamas entize kepada plaiform
pinaisan gwling sazi mendaftar dan mengajukan pinjaman. Fedibal sampai dengan sas
ind i Inadosvesia semdini belus memiliki desar perlindesgas hukuns untuk perlindungan
data pribadi pinjaman coline temsehut.

Adamya pinjaman anline iné sudas mesambah ke berbagal desa-disa. Dalam survel yang

dilakukan di Kecamatan Lob Bener, Kabupaten Isdramayu. Jawa Basat diperlukan
sosdalisasi berkaitan dengan data prihadi tersebait. Sehinggavditindaklanjuti doesah
terseban desgan penyubaban huken yang mengasghat sema “Sonislisasi Perlindungam
Bonsumsen Dan Perlisdunges Data Prihadi Pengguna Layanan Pinjaman U Berbasis
Tehmalogi Isformasi T4 Kakapaten Indramayu” dengan dajusn masyarakat bisa bebik
memahami bagsimana keterlindusgan data pribadi dalam bal serjodi pisjamas caling,
melalui kegintan sosialisaasi talap nwaka yang dilaksamakan pada 10 Med 2022 dengan
meliens kuwu, dan appami pemenistaban dibawah kecamatan Loh Henes. Wasga
selempal sasgal antusias don mesespon haik keglazan ind dengan membenikan peranyaam
ang dinjukan kepada pemateri,

Permasalaban pinjanes onling seielah disetijul besarss pinjamannys adalah dalas
mekanisme penagibanyn. Kerapkali pisjamas onlise iersebut melakukan penagihan
dengam teror adalah pengaliban kontak, Kredisur dagat ieenskbaca semua ransaksi HP
dan Foto. Padahal scjutinya daia peibodi yang diupload oleh pemisjen caline pada
awalaya adalah sebagai prasyars:, bukan sehagai sarana uniuk dapat dilakuian usaha
penagihan. Sehingga dalam hal isd sangat ienihas belum adasya pestindungan data pribadi
dalen hal peminjansan caline.

Permsalaban jasa kedangas berbasis teknologi informasi'ewling terseha ternyats ridak
hanya diisdikesikan melakukan pelanggamn bebum saja, melaiskan jugs melakukan
pelanggasn hak asasi manusia. terutama pads UndangUndasg Momaor 39 iakem 1999
Tesiamg Hak Asasi Masvasia Pasal 26 Ayai (1) das Pasal 30, yang menyaiakas:

1. Fasal 3% (1) Setiap cramg berhak ains perlindusgan disi pribadi, kebaarga,
kehormatan, martsbat, dan bak wiliksya

N

. Pazal 50 Setiap orang berhak atas mase aman dan sesseram serta perlisdungas
terhadap ancaman ketakutan ussuk berbaat atay tidak berbuai sesuatu,

Hak pengguna jasa layanas menjadi aspek yang peshy mendapatkan pechatian dan pesnben
loyaman pisjasnan caling. Dalam hal ini penswaras yang diberikan mesjadi deya tarik bagi
seseorang untik menggunakas lavanan jasa pinjaman ankine. (el karesa isu, pemben
layaman pizjaman onkine hendaknya juga dapat neengpechatikan bhak-hak yang disiliki para
penggina |oyssin pinjaman online sebagai kossumen. Pada Persuran Oraritas Jasa
Beemngan Momor 77 POIK.OL20 16 wentang Layanas Pinjam Mesinjam Uang Berbasis
Téinalogi Infompasi memang tidak dijabarkes secars vined mengenad hak-hak yvasg
dimilii oleh pengguna jass layanan pinjaman caline,

Penyelenggam pinjaman onlize. dapas diketabui bak-hak yang diziliki oleh penggoea jasa
layaman tersebut, yang dapat divmikan sehagai berikut:



1. Mak atas informasi terkini mengenai Layasan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknoboegi Informasi { Pasal 30 Aya (1))

2. Mak sws informasi penerinaaan, penundaas, atau penolakes permobanas Layanas
Pinjam Meminjam Lang Berbasis Teknologi Informasi besenta alasaniya { Pasal

A1 Ayat (L) dan Ayas {3

3. Hak wntik mendspatian informasi dani dokumes clektrik dengas pe
Babasa Indeoesia yang mudah dihaca dan di mengeni oleh pesgguna Bahasa
Indenesia dalam dokumen juga dipat disasdingkan dengan Babasa lain jika
diperiulan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayas (2}

4 Mok sim pedindungan dari segala upayn pengalihan tmggung jawab stwa

kewajihan Penyeleng gara kepada Penggana. (Fazal 16 Ayaril))

Cleh karensiya, baik pemheri pinjaman maupun pesninjas kredit secara coline ini pesh
wsenerapkan itikad baik dan mesberikan perlindungan terhadap schuah data peibadi berupa

Foto, KTF maupun kootak peminjan.

PENUTUP

Sasialisasi ini berbajuan agar masyarakat dapai secara hijak dalam mempergunakan layanan
pimjamnan coline. Ternzma dalam hal pengguesaon dat pribadi dalans pisjaman coline
tersebui. Das juga perlu melihat apaksh layanan pinjaman coline sersebut legnl dan diswasi
wleh Ctoritas Jass Keuangas atou illegal. Oleh karesanya, uniok mendapatkan perisdung s
huksen, dan memisimalisir sesjadizya penyimpangan dalan perlindunges data pribadi
sesearang pesdu diantisipasi das dipergunakan secora bijak, dan masyarakat bebih bijak

dalam mengatur kevasgan demd pesekononsias yang lebih sebar

Dalasn pelaksasaanny s kegiazan ini menghasilkan bebenipa hal berik:

4. Masyarskat mesdapatkan i metigenai pisjaman oaling yasg legal dan illegal
b Masyarakat lehis paham lagi bagniama mesga

pasi ketika fesjadi permasalahan yasg,

sresimpa diringa

"

Masyaralat behis mengeri lagi berkaitan dengan spa saja yang tenmasek dutn pribadi
odani tidak boleh diberikan kepada sembarangan pilak.

M Gmail Q  insent
< m @© W B 0 & B o i

Usulan Artikel Kolom Pintar Dr, Gunardi dkk,

ndah Sivi Aprilia < ndatsa@sraft urtarac ids
wepada Fitar =

Kepade Yih Editor Kolom Pintar Umar

Barikut kurm lempekun usuinn st Untuk dapst dummaut dalam kolom poter untes
Demikian disampaikan, 1etims ks

<qvenq% 2

O

Regards,
Induh Siti Aprilin, S.H.
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PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 0365-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan
dibawah ini:
1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat  :JI. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat  : JI. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

(1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara
dengan judul "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan
Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman
Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Indramayu”

(2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian
Luaran Tambahan PKM.

(3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

(1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada Pihak Pertama melalui
anggaran Universitas Tarumanagara.

(2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua
sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), diberikan dalam 2
(dua) tahap masing-masing sebesar 50%.

(3). Pencairan biaya pelaksaaan Tahap 1 akan diberikan setelah
penandatangangan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat.

(4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak
Kedua melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan
laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan
luaran/draf luaran.

(5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

! )4 . nur \
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(1).

(2).

(2).

(2).

(3).

(4).

(5).

(1).
).

(3).

(4.

(5).

(6).

7).

Pasal 3
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan
oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan
mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak
Januari — Juni 2022

Pasal 4
Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh Pihak Kedua.
Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib
mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan
kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.
Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook
diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5
Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat
secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada
Pihak Kedua berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
Luaran wajib hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel
ilmiah yang dipublikasikan di Serina Untar IV 2022, jurnal ber-ISSN
atau prosiding nasional/internasional.
Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas,
Pihak Kedua wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week.

(8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan

Evaluasi (Monev) PKM.



9).

(1).

(2).

(1).

(2).

(1).

(2).

(3).

Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Juni 2022

Pasal 6

Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook,
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan
batas akhir yang disepakati, maka Pihak Pertama akan memberikan
sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian
kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk
mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak
Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
yang identitasnya sebagai berikut:
a. Moody R. Syailendra/208212001/Fakultas Hukum
b. Indah Siti Aprilia/2006495574/Fakultas Hukum
¢. Naomi Femilia/205210287/Fakultas Hukum
d. Salsabila Putri/205210249/Fakultas Hukum
Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8
Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah.
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas
Tarumanagara.
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan
mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat
dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam
rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

Pihak Peplagia

s TARy
o "(1,,

Pihak Kedua

Ir. Jap Tji n 5 Dr. Gunardi, S.H., M.H.



RENCANA PENGGUNAAN BIAYA

(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya

Jumlah

Honorarium

Rp O,-

Pelaksanaan Kegiatan

Rp 16.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA

(Rp)
NO| POS ANGGARAN TAHAP I TAHAP I1 JUMLAH
(50 %) (50 %)
1 Honorarium Rp 0,- Rp 0,- Rp 0,-
2 Pelaksanaan Kegiatan | Rp 8.000.000,- Rp 8.000.000,- | Rp 16.000.000,-

Jumlah

Rp 8.000.000,-

Rp 8.000.000,-

Rp 16.000.000,-

Jakarta,

2022

Dr. Gunardi, S.H., M.H
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Jakarta, 19 April 2022

No : 264-LOA-Serina/Untar/IV/2022
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Yth. Bapak/ Ibu Amad Sudiro
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/lbu dengan judul: “ANALISIS
PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK” dengan ID Artikel: 114P

Dinyatakan: Diterima di Prosiding dengan Revisi

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/lbu direkomendasikan untuk
dipublikasikan ke PROSIDING. Revisi artikel diunggah langsung ke serina@untar.ac.id dengan
subjek email dan nama file NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA paling
lambat tanggal 22 April 2022.

Berikut kami lampirkan hasil review dari Komite lImiah, hasil cek turnitin beserta dengan form
registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/lbu dapat segera melakukan registrasi paling lambat
tanggal 19 April 2022.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan
artikel dalam acara Serina IV Untar 2022 pada tanggal 20 April 2022 yang dilaksanakan secara
daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina IV Untar 2022

_—

ERINA I

UNTAR 2022

Ade Adhari, S.H., M.H.
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CATATAN HARIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LOG BOOK)

""Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna
Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Indramayu*’

JENIS JUMLAH
NO. TANGGAL JAM KEGIATAN IAM
1. | 28 Januari 08.00-10.00 Rapat 2 Jam
Pembuatan
Proposal |
2. | 3 Februari 2022 10.00-12.00 Rapat 2 Jam
Pembuatan
Proposal Il
3. | 4 Maret 2022 09.00-10.00 Pengumpulan 1Jam
Proposal
4 | 23 Maret 2022 08.00 Penandatanganan 1 Jam
SPK
5. | 6 April 2022 13.00- 15.00 Rapat 2 Jam
Koordinasi
6. | 17-18 April 08.00 — 16.00 Penjajakan 8 Jam
Sosilisasi
7. | 11 April 2022 10.00 — 12.00 | Pembuatan Draft 2 Jam
Luaran
8. | 13 April 2022 10.00 — 12.00 | Pembuatan Draft 2 Jam
Luaran
9. | 16 April 2022 10.00 - 12.00 Revisi Luaran 2 Jam
10. | 20 April 2022 10.00 - 16.00 Pelaksanaan 6 Jam
Luaran SERINA
11. | 22 April 2022 08.00 — 09.00 Rapat 1 Jam
Koordinasi
12. | 9 Mei 2022 08.00 - 16.00 Perjalanan ke 8 Jam
Lokasi PKM
13. | 10 Mei 2022 08.00 - 16.00 Pelaksanaan 8 Jam
PKM
14. | 11 Mei 2022 08.00 — 16.00 Pelaksanaan 8 Jam
PKM
15. | 12 Mei 2022 08.00 - 16.00 Perjalanan 8 Jam
Kembali ke
Jakarta
16. | 14 Mei 2022 18.00-22.00 Pembuatan 4 Jam
Laporan
Kemajuan
17. | 15 Mei 2022 15.00-17.00 Koordinasi 2 Jam
Persiapan Monev




18.

18 Mei 2022

08.00

Pengiriman
Laporan Monev

19.

20 Mei 2022

08.00 - 10.00

Rapat Dalam
Kantor

2 Jam

20.

3 Juni 2022

08.00 - 10.00

Rapat Dalam
Kantor

2 Jam

21.

17 Juni 2022

08.00 —10.00

Rapat Dalam
Kantor

2 Jam

22.

24 Juni 2022

08.00 - 10.00

Rapat Dalam
Kantor

2 Jam

23.

8 Juli 2022

08.00 - 10.00

Diskusi Luaran
Tambahan

2 Jam

24,

15 Juli 2022

08.00 —10.00

Diskusi Luaran
Tambahan +
Rapat Dalam

Kantor

2 Jam

25.

22 Juli 2022

08.00 — 10.00

Finalisasi Luaran
Tamabahan dan
Penyusunan
Laporan Akhir

2 Jam

26.

28 Juli 2022

08.00 —10.00

Submit Luaran
Tambahan

2 Jam

27.

1 Agustus 2022

08.00 — 10.00

Penyusunan
Laporan Akhir

2 Jam

28.

4 Agustus 2022

08.00 —10.00

Submit Laporan
Akhir

2 Jam




